
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili

perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sidrap,  23  Juli  1977,  agama  Islam,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas,  tempat kediaman di  Dusun I  Bola Bulu (depan

Box Container Warna Orange),  Rt.  001, Rw. 001, Desa Bola

Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;   

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal  lahir  Kalosi,  15 Februari  1990,  agama Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Jalan  Wele,  Dusun  I,  Desa

Kampale,  Kecamatan  Dua  Pitue,  Kabupaten  Sidenreng

Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2021

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang,  dengan  Nomor

718/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 06 Oktober 2021,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  dari  Tergugat  menikah  pada  hari

Senin  tanggal  16  April  2018 M /  30  Rojab 1439 H,  Berdasarkan  Buku
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Kutipan Akta Nikah Nomor:  0068/07/IV/2018 dan tercatat  pada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten

Sidenreng Rappang, tertanggal 16 April 2018; 

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  sebagai  suami  istri  selama  kurang  lebih  1  tahun  dikediaman

orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bergantian dan telah

dikarunia  seorang  anak  yang  bernama  Anak  Pertama,  umur  2  tahun  6

bulan;  

3. Bahwa  pada  awal  kebersamaan  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2018 sudah mulai terjadi

ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan

karena Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh

persoalan-persoalan  kecil,  sampai  mengucapkan  kata-kata  yang  tidak

pantas didengar oleh Penggugat;  

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020, Penggugat

pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan

sikap Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun telah sering dinasehati

oleh Penggugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama

kurang lebih 1 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai

suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;  

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Tergugat untuk

merukunkan kembali namun tidak berhasil 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang,  agar  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya sebagai berikut:

Primair

 1.   Mengabulkan gugatan Penggugat.

 2.   Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

 3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum.

 Subsidair:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

menghadap sendiri  ke muka persidangan  dan majelis  hakim telah berusaha

mendamaikan  kedua  belah  pihak  serta  telah  diperintahkan  untuk  mengikuti

prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim mediator

bernama  Mudhirah,  S.Ag.,  M.H.,  Namun baik  melalui  penasehatan  majelis

hakim maupun berdasarkan laporan mediator pada tanggal  27 Oktober 2021,

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil  

Bahwa  oleh  karena  upaya  damai  tidak  berhasil  selanjutnya  Majelis

Hakim membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  tujuannya

tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita

acara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita 1 dan 2 benar;

2. Posita angka 3, bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  namun  bukan  pada  tahun  2018

melainkan pada tahun 2021,  sebab pertengkaran bahwa benar Tergugat

marah  kepada  Penggugat  namun  hal  tersebut  dikarenakan  Penggugat

sering  bergaul  dengan  laki-laki  lain  dan  jika  ditegur  oleh  Tergugat

Penggugat marah;

3. Posita  4  tidak  benar,  bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan

kediaman bersama bukan pada bulan maret 2020;

4. Posita 5 benar;

5. Tergugat  tetap  ingin  mempertahankan  rumah  tangganya  bersama

Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada jawabannya;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa;
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A. Surat;

Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama  (KUA)  Kecamatan  Pitu  Riase,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang

dengan nomor 0068/07/IV/2018, tertanggal 16 April 2021, yang bermaterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;  

1. Saksi  Pertama  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Jl.  Sulaeman,  Kelurahan  Tanru

Tedong, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan

bahwa  dirinya  adalah  sepupu  tiga  kali  Penggugat,  saksi  tersebut  di

bawah  sumpahnya   dan  di  hadapan  persidangan  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi pernah satu melihat pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat namun tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga,  tempat  kediaman  di  Jl.  Bola  Bulu,  Kelurahan  Bola  Bulu,

Kecamatan  Pitu  Riase,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  saksi

menyatakan  bahwa  dirinya  adalah  ibu  kandung  Penggugat,  saksi

tersebut di bawah sumpahnya  dan di hadapan persidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa  saksi  pernah  dua  kali  melihat  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran yang terakhir  terjadi  pukul  01.00 dini  hari

Penggugat baru pulang dari bekerja kemudian bertengkar dengan

Tergugat  di  luar  rumah  saksi,  kemudian  Tergugat  pulang  dan

Penggugat masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan

tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa  berdasarkan  pertanyaan  Ketua  Majelis  Tergugat  menyatakan

mangajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi  Pertama  umur  17  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Wele, Desa Kampale, Kecamatan

Dua Pitue,  Kabupaten Sidenreng  Rappang,  saksi  menyatakan bahwa

dirinya adalah keponakan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya

dan  di  hadapan  persidangan  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat

untuk berjualan es;

- Bahwa Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak

berhasil;
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2. Saksi Kedua umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa,

tempat  kediaman  di  Ongkoe,  Desa  Ongkoe,  Kecamatan  Belawa,

Kabupaten Wajo,  saksi  menyatakan bahwa dirinya adalah keponakan

Tergugat,  saksi  tersebut  di  bawah  sumpahnya   dan  di  hadapan

persidangan  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat

untuk berjualan es;

- Bahwa Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak

berhasil

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya  tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa  Tergugat  memberikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya ingin bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan

oleh  Penggugat  ke  Pengadilan  Agama  Sidrap  dengan  mendalilkan  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  serta  saat  ini  Penggugat  dan

Tergugat  berkediaman di  wilayah Kabupaten Sidrap,  yang termasuk wilayah
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yurisdiksi  Pengadilan  Agama Sidrap,  oleh karena itu  berdasarkan ketentuan

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut

maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah

tangga  sebagaimana  yang  dikehendaki  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009  jo.  Pasal  31  ayat  (1)  dan (2)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

akan tetapi  upaya tersebut  tidak berhasil,  karena Penggugat  tetap  bertekad

untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur

Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indanesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

dengan  mediator  atas  nama  Mudhirah,  S.Ag.,  M.H dan  berdasarkan  surat

laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal  27 Oktober 2021,

proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dari  gugatan Penggugat  yang  telah  dibacakan di

persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  jawab  menjawab  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  perkara  ini  adalah

“apakah benar  antara Penggugat  dengan Tergugat  telah terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak

bulan  maret  2020  atau  sejak  awal  tahun  2021  sebagaimana  jawaban

Tergugat?”
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Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  maksud  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  maka  kepada  Penggugat  dan

Tergugat  dibebankan  pembuktian  termasuk  dalam  hal  ini  menghadirkan

keluarga/  orang  terdekat  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  didengar

keterangannya dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti-bukti  yang berupa bukti  surat P serta 2 (dua) orang saksi

yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih

dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan

kepentingan  hukum dengan  Tergugat sehingga  berkualitas  sebagai  legitima

persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan

secara  sah  dan  tercatat  di  KUA,  sehingga  Penggugat  merasa  mempunyai

kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)

merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870

KUH Perdata),   sehingga  harus  dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu

pula  harus  dinyatakan  Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dan

berkualitas dalam mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 serta  ketentuan Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan dalam rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri serta relevan

dengan dalil gugatan (angka 3 dan 4 ) yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
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oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,

sehingga keterangan saksi-saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan

dapat  diterima sebagai  alat  bukti,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  308

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and match),  oleh

karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308

dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  di  persidangan  telah

memberikan  keterangan  yang  menerangkan  suatu  akibat  hukum  (Recht

Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan

hukum (Vreem de Oozaak) saksi pertama dan saksi kedua melihat langsung

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi Penggugat

tersebut  juga  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  1  (satu)  tahun maka  hal  tersebut

menandakan  adanya  pertengkaran/perselisihan  yang  terus  menerus  antara

Penggugat dan  Tergugat,  dengan demikian majelis hakim menilai keterangan

saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah  serta  menguatkan  dalil-dalil  gugatan Penggugat  sehingga  posita  terkait

pertengkaran  dan  lama  berpisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah terbukti;

Menimbang,  bahwa Tergugat mengajukan bukti  dua orang saksi  yang

pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat,  sudah

dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat

formil sebagai saksi;
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Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat melihat langsung

pertengakaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi

juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Tergugat  menyatakan  bahwa

Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  selama kurang lebih

satu tahun sehingga jawaban Tergugat  yang menyatakan bahwa Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 tidaklah terbukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Tergugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and match),  oleh

karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308

dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat   dan  jawaban

Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat

dan Tergugat maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  dan  belum

bercerai

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 1 (satu) tahun;

5. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun

tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar  menceraikan  terhadap  suaminya  jika  ia  berpendapat  suami

telah berbuat memadhorotkan dirinya”;
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Menimbang,  dalam perkara  ini  Majelis  Hakim juga sependapat  dengan

pendapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya : “Apabila

gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang

diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita

jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil

mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu

ba’in”;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang

menyebabkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu

sebagai  layaknya  suami  isteri,  menunjukkan  bahwa  perselisihan  Penggugat

dan  Tergugat  adalah  perselisihan  yang  sudah  terus  menerus,  dan  Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

dapat  dikualifikasikan ke  dalam  rumah  tangga  yang  sudah  pecah  (broken

marriage);

Menimbang,  bahwa  dalam  keadaan  demikian,  maka  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  sebuah

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat

ditarik  kesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak

harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia

dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk

mencegah  kemudharatan,  perceraian  menjadi  jalan  yang  dibolehkan  untuk

menghindari  kemudharatan  bagi  hubungan  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat,  hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi yang diambil  alih

sebagai pendapat majelis sebagai berikut: 

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus

1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “antara Suami Iateri terus menerus
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terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga”  adalah  semata-mata  ditujukan  pada  pecahnya

perkawinan  itu  sendiri,  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dalam  hal

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut.  Sehingga  apabila  judex

factie telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua

belah pihak telah  pecah maka terpenuhilah  isi  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan

dalil-dalil  syar’i  yang  disebutkan  jika  dihubungkan  dengan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan

perkawinannya dengan  jalan  perceraian  telah  cukup  alasan  sehingga dapat

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  08  Desember  2021  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  04  Jumadil  Awal 1443  Hijriyah,  oleh  kami

Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru

Fachrurizal,  S.H.I masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  Sitti

Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat; 

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 560.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-

6. Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 680.000,-
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 718/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
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